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A. Tujuan

SOP ini bertujuan menjelaskan :
Memberikan panduan bagi Bendahara Pengeluaran sebagai Mekanisme Pelaksanaan
Pengajuan Ganti  Uang Persediaan ( GUP ) Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi :
1. Tata cara dan proses pelaksanaan pengajuan Ganti Uang Persediaan pada Kas

Bendahara
2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan  pengajuan GUP
3. Waktu yang diperlukan dalam prose pelaksanaan pengajuan GUP.
4. Dokumen yang  diperlukan dan yang dihasilkan

C. Referensi

1. UU R.I Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
2. UU R.I  No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negera
3. PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

APBN.
5. Keputusan Menristek Dikti No. 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat

Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
6. Permenristekdikti No.19 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik

Negeri Lhokseumawe.

D. Istilah dan Definisi

1. GUP adalah Ganti Uang Persediaan yang merupakan pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran

2. UP adalah Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran
3. SPM adalah Surat Perintah Menbayar yang dikeluarkan  oleh Pejabat yang ditunjuk

oleh KPA
4. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran
5. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja
6. Injek PIN adalah pemberian Paswork pada kode Barcode SPM
7. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh KPPN sesuai

dengan SPM yang diajukan.
8. Mekanisme Pelaksanaan Pengajuan Ganti Uang Persediaan adalah Cara

melaksanakan pengajuan pertanggung jawaban Uang Persediaan yang telah
dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengisian kembali (Revolving)
jumlah  Kas UP Bendahara Pengeluaran ke posisi awal.
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E. DokumenTerkait

- Kwitansi Pembayaran
- SPTB
- SPP
- SPM
- SP2D
- DIPA/RKA-KL
-

F. Catatan Mutu/Record

Terlaksana proses penggantian uang persedaan ( Revolving ) untuk kelancaran
pembayaran secar rutin / non Kontraktual  sesuai dengan waktu yang tercantum
dalam SOPini.

G. Indikator Keberhasilan

Kelancaran pertanggungjawaban  Uang Persediaan berpengaruh langsung kepada
kemajuan pembayaran dan realisasi serapan angaran.

H. Urutan Prosedur

1. Bendahara Pengeluaran mengelompokkan kwitansi penggunaan dana UP sesuai
jenis belanja, membuat SPTB, membuat SPP Manual

2. Kasubbag Keuangan dan Kabag Umum memeriksa dan memberi paraf berkas
GUP tersebut

3. PPK memeriksa berkas GUP,  menandatangani SPTB dan SPP
4. PPSPM memeriksa kebenaran berkas GUP, menyetujui SPP, meminta Operator

unutk mencetak SPM, memberi Injek PIN dan menandatangani SPM
5. Staf Keuangan yang ditunjuk mengantar SPM ke KPPN Lhokseumawe
6. KPPN Lhokseumawe mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D )
7. Bendahara Pengeluaran mecocokkan SP2D dengan jumlah Dana yang masuk

ke Rek. Di Bank,  membukukan dan pengarsipan.
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I. Bagan Alir

No Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

BP
KaSub.

Keu
Kabag
Umum

PPK
PP-

SPM
Staf Kelengkapan Waktu Output

1.

Mengelompokkan
kwitansi sesuai jenis
belanja, membuat
SPTB dan SPP-GUP
manual

- Komputer

- Printer

- ATK

-

180 menit

- SPTB

- SPP-GUP

-

2. Memeriksa berkas
SPP-GUP dan
memberi paraf

- Berkas SPP

- RKA-KL
60 menit Berkas SPP yg sdh

diverifikasi

3.
Memeriksa berkas
SPP-GUP dan
menandatanganinya.

- Berkas SPP

-
15 menit Berkas SPP   yg

sdh disahkan
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Memeriksa berkas SPP-
GUP dan
menandatanganinya,
Mengeluarkan SPM-LS
GUP.

- Berkas SPP

- Komputer

- Printer

- RKA-KL

60 menit SPM

5.
Mengantar SPM ke

KPPN Lhokseumawe
untuk diterbitkan SP2D
atas SPM -GUP.

tolak

- SPM

-Kenderaan Dinas

Atau Kenderaan

Umum

-

180 menit SP2D

6.

Mencocokkan SP2D
dengan SPM-GUP dan
mencatat kedalam buku
Kas , mengarsip
dokumen.

terima

- SPM

- SP2D

- Buku Kas

- File

60 menit
Cairnya Dana

GUP
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J. Lampiran


